UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN BERLAKUNYA
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN,
DAN KEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN

Menimbang

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. a. bahwa hingga kini ketentuan-ketentuan perundang-undangan

pidana belum berlaku dalam pesawat udara Indonesia ;

bahwa penguasaan pesawat udara secara melawan hukum
serta semua perbuatan-perbuatan yang mengganggu
keamanan penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan
sangat merugikan kehidupan penerbangan nasional pada
khususnya, perekonomian negara serta pembangunan nasional
pada umumnya, sehingga perlu diadakan peraturan-peraturan
untuk mencegah perbuatan-perbuatan tersebut, guna
menjamin keselamatan dan keamanan baik penumpang, awak
pesawat udara, barang-barang yang berada dalam
penerbangan, maupun perlindungan sarana/ prasarana
penerbangan;

. bahwa dalam perundang-undangan Indonesia belum diatur

mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan penerbangan
dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan;

. bahwa karena itu perlu diadakan perubahan dan penambahan

beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar

2.

1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk
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seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

3. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1687) ;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan
Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Konvensi
Montreal 1971 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3076);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

BEBERAPA PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA  BERTALIAN DENGAN PERLUASAN  BERLAKUNYA
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN
PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN TERHADAP
SARANA/PRASARANA PENERBANGAN.

Pasal |

Mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 yang tercantum dalam
Bab | Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi
setiap orang yang di luar Wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di
dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

2. Pasal 4 angka 4.

Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai
dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang
penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479
huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal
479 huruf 1, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam
keselamatan penerbangan sipil.

Pasal Il
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Menambah 3 (tiga) pasal baru dalam Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana setelah Pasal 95 yang berbunyi sebagai berikut :

1.

Pasal 95 a.

(1) Yang dimaksud dengan "pesawat udara Indonesia" adalah pesawat
udara yang didaftarkan di Indonesia ;

(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara
asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh
perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 95 b.;

Yang dimaksud dengan "dalam penerbangan" adalah sejak saat semua
pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang
(embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang
(disembarkasi).

Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus
berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih
tanggungjawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 95 c.

Yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah jangka waktu sejak pesawat
udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk
penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap
pendaratan.

Pasal Il

Menambah sebuah Bab baru setelah Bab XXIX Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dengan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan
terhadap sarana/prasarana Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a
sampai dengan Pasal 479 huruf r yang berbunyi sebagai berikut :

1.

Pasal 479 a.

D Barang siapa dengan sengaja dan melawan  hukum
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak
bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan
usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya enam tahun;

2 Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas
udara;

3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika
karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479 b.
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1)

(2
©)

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak
dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu
lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan
tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga
tahun ;

Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara;
Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena
perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479 c.

1)

(2
3

4

Barang siapa dengan sengaja dan melawan  hukum
menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda
atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan
bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau
alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
enam tahun;

Dengan pidana penjara selamanya sembilan tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan ;
Dengan pidana penjara selama-selamanya dua belas tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan
dan mengakibatkan celakanya pesawat udara ;

Dengan pidana penjara selama-selamanya lima belas tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan
dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479 d.

Barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk
pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau
menyebabkan tidak dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnya
tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana :

a. dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun, jika karena
perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman;

b. dengan pidana penjara selama-selamanya tujuh tahun, jika karena
perbuatan itu mengakibatkan celakanya pesawat udara ;

C. dengan pidana penjara selama-selamanya tujuh tahun, jika karena
perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479 e.

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-
selamanya sembilan tahun.
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9.

Pasal 479 f.

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan,
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat
udara, dipidana :

a. dengan pidana penjara selama-selamanya lima belas tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk

selama-selamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu
mengakibatkan matinya orang.
Pasal 479 g.
Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan pesawat udara celaka,
hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana :

a. dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena

perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479 h.

D Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan melawan hukum, atas kerugian
penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan,
kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungkan terhadap
bahaya terwujut diatas atau yang dipertanggungkan muatannya
maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya,
ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang
tanggungan, dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya
sembilan tahun ;

(2)  Apabila yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pesawat
udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana pelihara
selama-selamanya lima belas tahun;

3) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung
asuransi, menyebabkan penumpang Pesawat udara yang
dipertanggungkan terhadap bahaya, mendapat kecelakaan,

dipidana :

a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika
karena perbuatan itu menyebabkan luka berat ;

b. dengan pidana penjara selama-selamanya lima belas tahun,

Jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479 i.
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